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Perkembangan ekonomi digital beberapa tahun terakhir melahirkan pola kerja yang 

cepat dan fleksibel, namun tidak diikuti perlindungan memadai bagi mereka yang 

bergantung pada platform. Berbagai regulasi menunjukkan bahwa aktivitas berbasis 

aplikasi telah diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional mulai dari perizinan, 

tata kelola transaksi elektronik, sistem pembayaran, hingga legalitas PMSE. 

Meskipun platform diakui sebagai subjek hukum yang wajib tunduk pada standar 

nasional, pengakuan ini belum menjawab inti masalah: status hukum pekerja gig 

yang berada di ruang abu-abu, diakui sebagai bagian ekosistem digital tetapi tak 

mendapat perlindungan layaknya pekerja pada umumnya. 

Relasi antara platform dan pekerja gig dibangun melalui kontrak elektronik yang 

sepenuhnya disusun sepihak oleh perusahaan. Pekerja tidak memiliki ruang 

negosiasi, sehingga hubungan yang terbentuk adalah kontrak adhesif yang harus 

diterima apa adanya. Ketentuan mengenai insentif, tarif, penalti, dan risiko dapat 

berubah sepihak kapan saja. Fleksibilitas yang tampak menjanjikan justru menutupi 

kontrol algoritmik yang ketat—mulai dari penilaian otomatis, pembekuan akun, 

hingga perubahan skema pendapatan—yang semuanya berlangsung tanpa 

transparansi dan menciptakan subordinasi berbasis teknologi. 
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Ketimpangan makin terlihat pada mekanisme penyelesaian sengketa. Banyak 

konflik—pemotongan pendapatan, penalti, hingga pemutusan akses kerja—tidak 

memiliki saluran penyelesaian yang adil. Layanan pelanggan platform tidak 

memberi kepastian hukum, sementara jalur formal sulit diakses karena biaya, 

kapasitas, dan ketidakjelasan status hukum pekerja. Beberapa kontrak bahkan 

menetapkan arbitrase sepihak yang membatasi akses ke pengadilan terbuka. 

Kombinasi kontrak adhesif, algoritma tertutup, dan ketiadaan forum penyelesaian 

sengketa membuat posisi pekerja gig kian rentan. 

Ketidakjelasan status hukum ini terlihat saat klaim “kemitraan” diuji secara 

konseptual. Jika dikaitkan dengan maatschap dalam KUHPerdata, kemitraan 

mensyaratkan kontribusi setara, partisipasi dalam pengelolaan, dan pembagian 

keuntungan proporsional. Kondisi itu tidak tercermin dalam praktik hubungan gig: 

pekerja tidak punya kontrol, tidak terlibat dalam keputusan, dan menanggung hampir 

seluruh risiko. Label “mitra” lebih retoris daripada faktual. 

Karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi yang jujur dan adaptif terhadap realitas 

kerja digital. Perlindungan bagi pekerja gig tidak harus meniru hubungan kerja 

tradisional, tetapi harus memastikan standar minimum: keamanan kerja, kepastian 

penghasilan, transparansi algoritma, dan ruang partisipasi. Negara perlu hadir agar 

teknologi menjadi alat kesejahteraan, bukan dominasi. Tanpa langkah komprehensif, 

pekerja gig akan terus terjebak dalam kekosongan hukum di tengah cepatnya inovasi 

dan lambatnya adaptasi regulasi. 
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ABSTRAK 

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia memunculkan ekonomi gig, yaitu pola 

kerja berbasis platform yang menawarkan fleksibilitas dan akses mudah ke 

pendapatan. Pertumbuhannya dipicu oleh transportasi daring, layanan antar, dan 

platform freelance. Meski membuka peluang ekonomi, regulasi yang mengatur 

status dan perlindungan hukum bagi pekerja gig masih belum jelas, sehingga 

menimbulkan pertanyaan mengenai posisi hukum mereka, relasi dengan perusahaan 

platform, dan peran negara dalam memberikan kepastian. 

Dalam regulasi nasional, aturan yang ada lebih menekankan legalitas dan tata kelola 

platform dibanding perlindungan pekerja. Akibatnya, pekerja gig berada dalam 

posisi abu-abu—tidak sepenuhnya pekerja formal, namun juga bukan pelaku usaha 

mandiri. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap kebijakan sepihak, 

ketidakpastian pendapatan, dan minimnya mekanisme penyelesaian sengketa. 

Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum Indonesia memandang pekerja gig dan 

menilai kesesuaian konsep kemitraan dengan prinsip hukum yang berlaku. Selain 

itu, penelitian menekankan perlunya pembaruan regulasi yang lebih responsif 

terhadap karakteristik pekerjaan digital, agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil 

dan adaptif di era ekonomi modern. 

Kata kunci (keyword): Ekonomi gig, Kemitraan, Kontrak 
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